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ABSTRAK
Partnership merupakan kunci implementasi Healthy Cities di berbagai negara. Meskipun
demikian, kajian dalam bidang ini masih sangat terbatas terutama dalam konteks pemerintah local
seperti Kota Makassar. Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan trend pencapaian
implementasi Healthy Cities di Makassar, Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk partnership
pemerintah pusat, provinsi dan kota terhadap implementasi Healthy Cities di Makassar, Indonesia,
mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor sukses partnership pemerintah pusat, provinsi dan kota
terhadap implementasi Healthy Cities di Makassar, Indonesia dan menilai kebutuhan para stakeholder
untuk memperkuat partnership antara pemerintah pusat, provinsi dan kota terhadap implementasi
Healthy Cities di Makassar, Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus, dianalisis secara thematik. Informan penelitian adalah 25 orang yang merupakan para
pengambil kebijakan implementasi Healthy Cities baik pada tingkat pusat (staf Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Kesehatan), tingkat provinsi maupun tingkat kota: Forum dan  Pembina Kota
Sehat diantaranya Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas
Pariwisata, Dinas Sosial.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Kota Sehat Makassar berjalan secara bertahap
dan terus meningkat sampai pada level penyelenggaraan Kota Sehat tertinggi dengan meraih Swasti
Saba Wistara. Pemerintah pusat lebih banyak berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang bersifat makro.
Provinsi diharapkan dapat menjadi sarana perpanjangtanganan pemerintah pusat yang ada di daerah
untuk memperkuat penyelenggaraan Kota Sehat di Makassar. Inti penyelenggaraan Kota Sehat berada
pada pemerintah Kota Makassar bersama dengan stakeholder lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan Kota Sehat terjadi pada tingkat pusat dimana ego sektoral masih terjadi, persepsi
dimana kota sehat adalah bisnis bagi sektor kesehatan saja. Tantangan lainnya adalah ketidakmampuan
Kementerian Dalam Negeri mengkoordinir kementerian lainnya untuk mendorong penyelenggaraan Kota
Sehat pada level kota sesuai dengan tatanan yang dipilih.
Tantangan ditingkat kota umumnya berupa keterbatasan dana, sekretariat dan fasilitas lainnya
yang dapat mendukung kegiatan Kota Sehat. Faktor sukses yang paling dominan dari penghargaan yang
telah dicapai adalah kemauan politik yang kuat dari pemerintah kota. Kebutuhan ke depan adalah
penganggaran kota sehat pada tiap tatanan, sosialisasi kota sehat secara berkesinambungan diperlukan,
perekrutan tenaga administrasi bagi Forum Kota Sehat. Perlu mempersegera lahirnya peraturan
presiden tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia yang mempunyai daya ikat yang
kuat bagi kementerian terkait dan dapat memberi daya ungkit bagi pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia.
Penelitianinidapatdigunakansebagaibahanpertimbanganbagipemerintahdaerahkabupaten/kota di
Indonesia terutamabagi Forum danTim Pembina untukimplementasi Healthy Cities yang lebihbersih,
aman, nyamandansehat.
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ABSTRACT
Partnership is keyto the implementation of the Healthy Cities in various countries. However,
studies in this field are still very limited, especially in the context of local government such as Makassar.
Indonesia. This study aimed to describe the trend of achievement of the implementation of the Healthy
Cities in Makassar, Indonesia, to identify forms of partnership central government, provincial and
municipal towards the implementation of the Healthy Cities in Makassar, Indonesia, to identify
challenges and success factors partnership central government, provinces and cities to implementation of
the Healthy cities in Makassar, Indonesia and assess the needs of stakeholders to strengthen the
partnership between the central government, provincial and municipal towards the implementation of the
Healthy cities in Makassar, Indonesia. This study is a qualitative research with a case study approach,
analyzed byathematik. The informants were 25 people who constitute the implementation of the Healthy
Cities policy makers both at the central level (staff of the Ministry of Interior and Ministry of Health), the
provincial and city levels: Forum and Healthy Cities such BAPPEDA, Public Health Service, Department
of Hygiene and, and Department of Tourism, Department of Social Welfare.
This study found that implementation of the Healthy City of Makassar runs gradually and steadily
increase until the highest level of implementation of the Healthy City by winning SwastiWistara Saba.
More central governmentsserveas macro policy makers. Province is expected to be a means networking
central government in the region to strengthen the implementation of the Healthy City in Makassar.
Healthy City is the core operation of the government of Makassar together with other stakeholders.
Challenges faced in the implementation of the Healthy City occurred at the central level where sectoral
ego still occur, the perception that a healthy city is a business for the health sector alone. Another
challenge is the inability of the Ministry of the Interior to coordinate other ministries to encourage the
implementation of the Healthy City city level in accordance with the selected order. Challenges city level
generally in the form of limited funds, the secretariat and other facilities that can support the Healthy
City. The most dominant factor of success of the award that has been achieved is a strong political will
from the city government. The need for the future is a healthy city budgeting for each order, socialization
healthy city is required on an ongoing basis, the recruitment of administrative staff for Healthy Cities
Forum. Need to hasten the birth of a presidential decree on the Implementation of the District / Municipal
Health in Indonesia that have a strong tie to the relevant ministries and can provide leverage to the
districts / cities in Indonesia.
This study can be used as consideration for local government districts / cities in Indonesia
especially for the Forum and the steering committee for the implementation of the Healthy Cities is more
clean, safe, comfortable and healthy.
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